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PERAN MEDIA MASA DALAM MENINGKATKAN  

KESADARAN POLITIK MASYARAKAT 

 

Miranu Triantoro 

mir.stkip@gmail.com 

STKIP PGRI BLITAR 

 

PENDAHULUAN  

Perhelatan akbar  berupa pesta 

demokrasi di Indonesia akan diawali 

dengan terjadinya pemilihan kepala daerah 

serentak di tahun 2018, yang direncanakan 

akan diikuti oleh 17 propinsi dalam rangka 

memilih Gubernur dan wakil gubernur,  39 

kotamadya untuk memilih walikota dan 

wakil walikota, serta 115 kabupaten untuk 

memilih Bupati dan wakil bupati. Oleh 

karena itu wajar jika banyak pengamat 

politik yang mengatakan bahwa di tahun 

2018 merupakan tahun politik yang 

menjadi acuan dan atau pemanasan dalam 

menuju pemilihan anggota legislative 

maupun pemilihan presiden dan wakil 

presiden di tahun 2019. 

Pemilihan Kepala Daerah serentak 

yang direncanakan secara nasional 

dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 

merupakan sebuah upaya untuk 

menentukan seorang pemimpin yang benar-

benar memiliki kapabilitas dan kemampuan 

dalam membawa daerah yang dipimpinnya 

Abstrak: Perkembangan media massa yang pesat saat sekarang ini memberikan 

kemudahan bagi setiap warga negara untuk mengakses berbagai informasi yang ada. 

Kesadaran politik yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya keikutsertaan secara 

aktif dalam melaksanakan hak dan kewajiban politik kenegaraan memerlukan 

kemampuan dan kesadaran untuk memilih dan memilah berbagai informasi yang ada 

terkait dengan berbagai hal yang mengarah kepada kemajuan dan peningkatan kualitas 

hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melalui media masa seseorang dapat dirangsang 

pemikiran politiknya melalui informasi-informasi politik, menjadi propaganda politik, 

menjadi acuan sikap politik dan tindakan politik praktis dengan melakukan partisipasi 

politiknya secara rasional, cerdas dan bertanggungjawab dalam menentukan figure 

pemimpin yang amanah dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan martabat. 

Kata Kunci: Media Massa dan Kesadaran politik 

 

Abstract : The rapid development of mass media makes every citizen easy to access 

available various information. Political awareness is shown by the active participation in 

the exercise of the rights and obligations of state politics requires the ability and 

awareness to select and sort out various existing information related to various things that 

lead to the progress and improvement of the quality of life and welfare of the community. 

Through the mass media a person can be stimulated his political thinking through 

political information, become political propaganda, a reference political attitude and 

practical political action by participating politically in a rational, intelligent and 

responsible in determining a leader figure trustful and able to improve the welfare and 

dignity. 

 

Key Words: Mass Media and Political Awareness 
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menuju perkembangan yang lebih 

mensejahterakan masyarakatnya, bukan 

seorang pemimpin yang hanya berupaya 

untuk mendapatkan keuntungan-

keuntungan pribadi dan/atau kelompok-

kelompok tertentu. 

Ketidakmampuan seorang 

pemimpin wilayah atau daerah dalam 

mengelola urusan-urusan demi 

mensejahterakan warga masyarakat dapat 

memicu terjadinya penyelewengan-

penyelewengan kewenangan yang berujung 

pada tindakan amoral yang berujung pada 

perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum. Fakta riel dapat diketahui dari  

berbagai berita  media masa yang ada di 

tanah air, yang berkembang akhir-akhir ini, 

dimana banyak diantara kepala daerah dan 

atau calon kepala daerah yang akan 

mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah serentak, ditangkap oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan 

sebagai tersangka dalam kasus suap atau 

korupsi/gratifikasi sebuah proyek yang 

telah, sedang maupun akan dilaksanakan. 

Salah satu contoh sebagaimana yang 

dimuat dalam berita Kompas.com (Kamis 

15 Pebruari 2018, jam 08.15 WIB) ada 

tujuh Kepala Daerah yang menjadi 

tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi, 

diantaranya adalah (1) Bupati Huku Sungai 

Tengah Abdul Latif dalam Kasus dugaan 

Suap proyek pengadaan pekerjaan 

pembangunan RSUD Damanhuri Barabai 

(2) Bupati Kebumen Mohamad Yahya yang 

ditetapkan sebagai tersangka karena diduga 

menerima suap dan gratifikasi terkait 

sejumlah proyek yang menggunakan 

Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

(3) Bupati Jombang Nyono Suharli 

Wihandoko, sebagai trsangka dalam kasus 

suap terkait perizinan pengurusan jabatan di 

Pemerintah Kabupaten Jombang (4) Bupati 

Ngada, Nusa Tenggara DPM PTSP Pemkab 

Subang Timur, Marianus Sae  yang diduga 

menerima Suap dari Wilhelminus terkait 

sejumlah proyek di kabupaten Ngada dalam 

Operasi Tangkap tangan 11 Pebruari 2018 

(5) Bupati Halmahera Timur,  Rudi Erawan, 

diduga menerima suap 6,3 Milyard dari 

Mantan Kepala Badan Pelaksana Jalan 

Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, (6) 

Gubernur Jambi Zumi Zola, yang diduga 

menerima suap senilai 6 miliar, dan (7) 

Bupati Subang Imas Aryumningsih, yang 

ditetapkan sebagai tersangka bersama 

Kabid Perizinan Azep Santika yang diduga 

menerima Supa dalam operasi tangkap 

tangan pada tanggal 13 Pebruari 2018. 

Berbagai kasus tersebut di atas 

menunjukkan betapa rentannya para pejabat 

daerah dalam penyalahgunaan kekuasaan 

yang dimiliki, baik terkait dengan 

kepentingan ekonomi, politik maupun yang 

lainnya. Oleh karena itu masyarakat 

pemilih hendaknya memiliki kesadaran 

yang tinggi untuk mempergunakan hak 

politiknya dalam tatanan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, dengan salah 

satunya adalah mempergunakan hak 

pilihnya untuk menentukan para pemimpin 

wilayah daerahnya dengan secara cerdas. 

Melalui peningkatan Kesadaran politik 

akan memunculkan peran aktif masyarakat 

dalam meningkatkan kualitas kehidupan 

berbangsa dan bernegara  dengan 

melakukan pengawasan atau control social 

terhadap jalannya roda pemerintahan 

menuju tatanan kehidupan yang diharapkan 
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yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan 

merata 

Salah satu upaya untuk 

mencerdaskan warga masyarakat terhadap 

tata kehidupan politik adalah melalui peran 

serta media masa dalam memberikan 

informasi-informasi politik yang 

diperlukan dalam membangun kesadaran 

dan pemahaman politik, baik berupa media 

cetak maupun media elektronik (radio, 

televisi, media internet) yang saat ini 

berkembang demikian dahsyatnya. 

 

MEDIA MASSA 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang ditandai pula dengan 

derasnya arus informasi saat sekarang ini, 

telah membawa dampak pada 

berkembangnya media masa, baik cetak, 

elekronik maupun jejaring sosial internet 

berupa facebook, twitter, portal-portal 

berita online yang secara mudah dapat 

diakses oleh setiap orang, melalui  jaringan 

komputer, handphone dan gadged. Melalui 

berbagai media masa,  seseorang akan 

memiliki kemudahan dalam mengakses 

beberapa informasi yang ada, baik terkait 

dengan masalah sosial kemasyarakatan, 

budaya,  ekonomi,  pertahanan dan 

keamanan, hukum dan juga masalah-

masalah politik yang akhir-akhir ini 

cenderung meningkat intensitasnya. 

Secara factual, media masa di 

Indonesia mulai berkembang secara 

transfaran setelah runtuhnya pemerintahan 

Orde Baru di bawah pimpinan Presiden 

Soeharto, yang ditandai dengan keluarnya 

Undang-undang nomer 40 tahun 1999 

tentang kebebasan pers. Dan bahkan 

menurut pengamatan penulis media masa 

yang ada dan berkembang saat reformasi 

awal sudah kehilangan kendali 

kebebasannya, baik dalam mengungkap 

fakta-fakta sosial yang bersifat negatif 

maupun positif, Kesantunan bahasa yang 

ditunjukkan, maupun netralitas media masa 

yang seharusnya obyektif dalam 

memberikan informasi yang mencerdaskan 

bagi masyarakat suatu bangsa. 

Khusus terkait dengan netralitas 

sebuah media massa yang ada di Indonesia, 

berdasarkan pengamatan hingga sekarang 

ini masih jauh dari sifat obyektifitasnya, 

berbagai media televise swasta missal 

nya yang sudah jelas-jelas dimiliki 

oleh elit politik dan/atau yang sudah 

berafiliasi dengan partai-partai politik 

tertentu akan cenderung menjadi corong 

propaganda untuk mengangkat citra politik 

dan visi missi program afiliasi politiknya 

ketimbang yang lainnya dan bahkan justru 

akan berupaya untuk memberikan kesan 

negative terhadap lawan-lawan politiknya. 

Contoh konkrit adalah apa yang diberitakan 

oleh MNC TV, Metro TV dan TV One 

mengenai ketokohan dan kasus-kasus yang 

terjadi dalam bidang politik maupun hukum 

akan cenderung tidaksama dan terlihat 

secara jelas keberpihakannya. 

Terlepas dari ketidaknetralitasan 

sebuah media masa dalam menyampaikan 

informasi-informasi kepada masyarakat 

mengenai beberapa hal yang terkait dengan 

tata kehidupan kenegaraan, maka peran 

media masa demikian pentingnya di era 

sekarang ini dalam memberikan informasi-

informasi, pengertian dan pemahaman 

kepada semua warga negara, baik secara 

perseorangan maupun kelompok untuk 

selanjutnya diharapkan dapat dijadikan 
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sebagai dasar  menentukan langkah-

langkah konkrit dalam melaksanakan 

aktifitas politiknya membangun bangsa dan 

negara. 

Gambaran peran media masa 

tersebut di atas sekaligus memberi 

pembenar atas pernyataan yang 

disampaikan oleh  Ryan Sugiarto (2008, 17) 

yang mengatakan bahwa media massa 

memiliki dua peran yang berbeda yaiu 

peran positif dan negative. Peran media 

mamssa yang positif adalah memberikan 

kontribusi terhadap penyebarluasan 

informasi kepada khalayak yang sekaligus 

berperan sebagai alat control public 

masyarakat dalam menyikapi informasi 

yang sedang berlangsung, sedangkan peran 

negative sebuah media massa antara lain 

adanya pemberitaan yang mereduksi fakta 

sehingga menghasilkan kenyatanan semu, 

yang dapat berakibat menguntungkan 

kepentingan tertentu dan sekaligus 

merugikan pihak lain. 

 

KESADARAN POLITIK 

MASYARAKAT 

Kesadaran politik masyarakat pada 

dasarnya merupakan kondisi dinamis yang 

terjadi di masyarakat terkait dengan 

keikutsertaannya dalam berpikir dan 

berperan serta dalam berbagai kegiaan-

kegiatan politik yang terjadi, sebagai upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Perwujudan kesadaran politik 

masyarakat ini dapat dilihat pada sejauh 

mana tingkat partisipasinya dalam berbagai 

kegiatan-kegiatan politik kenegaraan, 

terutama terkait dengan penggunaan hak-

hak dan kewajiban politiknya sebagaimana 

yang telah diamanatkan oleh berbagai 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

Baik sebagaimana yang ditegaskan dalam 

landasan konstitusional negara, yakni 

Undang-undang Dasar 1945, maupun 

berbagai landasan operasional berupa 

undang-undang tentang Pemilihan 

Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan 

Gubernur/wakil gubernur, Pemilihan 

Walikota/wakil walikota, Pemilihan 

Bupati/Wakil Bupati, maupun undang-

undang yang mengatur tentang hak-hak 

sipil dan politik sebagai warga negara. 

Penggunaan hak-hak sipil dan 

politik yang semakin berkembang sejak era 

reformasi bergulir hingga saat ini telah 

menunjukkan terjadinya proses transisi 

demokrasi yang semakin membaik dalam 

membangun tata pemerintahan yang lebih 

mengarah kepada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini 

ditunjukkan oleh berbagai partisipasi aktif 

masyarakat dalam berbagai proses 

pemilihan legislative, pemilihan presiden 

maupun pemilihan kepala daerah. Namun 

demikian kesadaran poltik yang dimaksud 

di sini bukan hanya dalam artian hanya 

sekedar  mengikuti dan hadir dalam setiap 

momen kampanye dan memilih calon 

pemimpinnya, akan tetapi harus benar-

benar menyadari bahwa pilihannya adalah 

benar-benar memiliki komitmen dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan martabat 

masyarakat, bukan hanya memilih secara 

emosional dari hinggarbingar dan janji-janji 

yang disampaikan, akan tetapi harus 

mampu secara rasional  memilih dan 

memilah mana yang lebih mampu dalam 

membawa aspirasi masyarakat menuju 

kepada kemajuan yang diharapkan. 
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Konsepsi sebagaimana tersebut di 

atas itulah sebenarnya hakekat kesadaran 

politik sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Ramlan Surbakti (2007,144) sebagai 

sebuah kesadaran akan hak dan kewajiban 

sebagai warga negara.  Tidak hanya sekedar 

berhak untuk ikut serta dipilih dan memilih 

pemimpin saja, akan tetapi berkewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan atas 

semua pelaksanaan hak yang telah 

dijalankannya. Hal ini menunjukkan pula 

bahwa sebuah kesadaran politik sangat 

diperlukan dalam menjalankan partisipasi 

politiknya di masyarakat. Partisipasi politik 

dalam sebuah pemilihan kepala daerah 

tanpa didasarkan atas kesadaran politik 

tidak akan melahirkan seorang pemimpin 

yang “ideal” yang mampu membawa 

kemajuan dan kesejahteraan , sebaliknya 

sebuah partisipasi politik yang didasarkan 

atas kesadaran politik akan lebih mampu 

memilih pemimpin yang berkualitas untuk 

membawa masyarakatnya menuju 

kesejahteraan sebagaimana aspirasi yang 

diharapkan, dengan ditunjang oleh peran 

aktif masyarakat dalam mewujudkan 

kualitas kehidupan melalui kontrol sosial 

terhadap berbagai program-program 

pemerintah. 

Sehubungan dengan demikian 

pentingnya kesadaran politik itu bagi 

perkembangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, maka perlu dilakukan langkah-

langkah yang kongkrit untuk 

menumbuhkembangkan kesadaran politik 

masyarakat itu melalui berbagai jalur yang 

ada, baik melalui kegiatan-kegiatan formal 

maupun non formal. Secara formal kegiatan 

untuk memberikan kesadaran politik dapat  

dilakukan melalui berbagai jalur 

pendidikan atau kelembagaan yang ada 

dalam bentuk penjelasan-penjelasan, 

pengarahan, bimbingan-bimbingan 

sehingga memiliki pemahaman yang luas 

tentang permasalahan-permasalahan politik 

kenegaraaan; sedangkan secara non formal 

dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan 

kemasyarakatan, baik melalui sosialisasi 

dan kampanye yang dilakukan oleh 

berbagai organisasi sosial politik ,  melalui 

media massa cetak atau elektronik, dan 

bahkan yang sangat berkembang dengan 

dahsyatnya saat sekarang ini adalah melalui 

jejaring sosial internet, dalam bentuk 

facebook, twetter, maupun portal-portal 

berita online dan lain-lainnya. 

Dengan tumbuh dan meningkatnya 

kesadaran politik masyarakat, maka akan 

memunculkan peran aktif masyarakat 

dalam meningkatkan kualitas kehidupan 

ketatanegaraan dengan cara melakukan 

control social terhadap jalannya 

pemerintahan dan keikutsertaannya dalam 

pembangunan bangsa. Hal ini sejalan pula 

dengan apa yang disampaikan oleh Meriam 

Budiarjo (2008, 220) yang menyatakan 

bahwa tingkat kesadaran politik diartikan 

sebagai tanda bahwa warga masyarakat 

menaruh perhatian terhadap masalah 

kenegaraan dan atau pembangunan. 

Sedangkan Soerjono Soekanto (1982, 125) 

lebih memberikan rincian dan kejelasan, 

bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang 

dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk 

mengetahui tingkat kesadaran seseorang 

mulai dari tahapan yang terendah hingga 

tahapan yang tertinggi, yakni (1) 

pengertian, yang merupakan hasil dari 

proses mengingat materi yang telah 

dipelajari sebelumnya (2) pemahaman, 
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merupakan hasil dai kemampuan seseorang 

dalam menjelaskan secara benar obyek atau 

materi yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan secara benar (3) sikap, 

yang merupakan sebuah kesediaan dan 

kesiapan untuk bertindak dengan 

menerima, merespon, menghargai dan 

berrtanggungjawab atas sesuaatu obyek, 

dan (4) pola perilaku/tindakan, yang berupa 

sesuatu yang dilakukan dalam 

mengimplementasikan hak dan 

kewajibannya sebagai warga masyarakat 

dan negara. 

 

PERAN MEDIA MASA DALAM 

MENINGKATKAN KESADARAN 

POLITIK  MASYARAKAT 

Perkembangan media masa yang 

begitu banyak dan bervariatif  dalam bentuk 

dan ragamnya menunjukkan bahwa 

kebebasan untuk menyatakan pendapat 

sudah menjadi bagian yang tidak bisa 

dilepaskan dari kehidupan seorang warga 

negara. Hal ini mengandung makna pula 

bahwa tingkat kesadaran warga negara 

untuk menjadi bagian dalam perkembangan 

kehidypan berbangsa dan bernegara  dalam 

tatanam demokrasi seiring dengan 

perkembangan informasi-informasi yang 

mudah diakses oleh warga negara.  

Fenomena social yang nampak 

dalam perkembangan akhir-akhir ini adalah 

begitu dahsyatnya perkembangan media 

massa dalam menyampaikan berita-berita 

politik seiring dengan agenda politik 

Pilkada serentak 2018 dan rencana Pilleg 

dan Pilpres di tahun 2019, baik yang 

dilakukan oleh media cetak, elektronik, 

maupun jejaring social lainnya. 

Berbagai survey politik tentang 

elektabilitas seorang tokoh yang diprediksi 

menjadi calon pemimpin daerah atau 

negara telah dilakukan oleh berbagai pihak 

dan kalangan cendekiawan dan pengamat 

politik,  dialog-dialog politik tidak pernah 

sepi dalam tayangan-tayangan media 

elektronik, radio, televisi swasta maupun 

milik pemerintah dan lain-lainnya. Dan 

bahkan debat politik antar calon kepala 

negara/daerahpun menjadi agenda politik 

yang harus dilakukan dalam proses 

kampanye politik yang terjadi pada 

pelaksanaan pilihan Presiden dan Pemilihan 

Kepala Daerah. Disisi yang lain tidak 

jarang pula kasus-kasus politik dan hukum 

yang menjerat para kepala daerah dan calon 

kepala daerah maupun pejabat-pejabat 

pemerintahan yang lain secara jelas dan 

transfaran telah dikupas dalam berbagai 

media masa yang ada dan berkembang di 

tanah air. 

Melihat fenomena-fenomena social 

yang disampaikan melalui media-media 

massa tersebut di atas, maka media massa 

memiliki peran dan andil besar dalam 

tatanam kehidupan demokrasi, khususnya 

terkait dengan peningkatan kesadaran akan 

hak dan kewajiban politik  masyarakat 

dalam pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan menuju pada peningkatan 

kualitas kesejahteraan melalui control 

social dan peran aktif dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

Secara umum ada beberapa peran 

dari media massa dalam meningkatkan 

kesadaran politik masyarakat, diantaranya 

adalah: (1) Media massa berperan sebagai 

penyampai informasi yang merangsang 

pemikiran politik. Dalam hal ini berbagai 
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informasi politik yang dibertitakan dan 

ditayangkan melalui media cetak atau 

elektronik (radio, tv dan lain-lain) dapat 

memperkaya khasanah pengetahuan semua 

orang atau warga negara, sehingga 

diharapkan mereka mampu untuk 

memahami akan hak dan kewajibannya 

sebagai warga bangsa yang 

bertanggungjawab atas maju mundurnya 

bangsa dan Negara. (2) Media massa 

berperan sebagai sarana propaganda politik. 

Artinya para elit politi atau partai-partai 

politik dapat mempergunakan media massa 

sebagai sarana untuk propaganda dan 

melakukan sosialisasi politik kepada 

masyarakat, sehingga setiap warga negara 

menjadi “melek politik” atau tahu tentang 

hak dan kewajibannya sebagai seorang 

warga negara, baik secara konstitusional 

maupun secara factual. (3) Media Massa 

sebagai sarana untuk menentukan sikap 

politik. Dengan memiliki pengetahuan dan 

pemahaman akan hak-hak politik dan 

kewajiban-kewajiban politik, sebagaimana 

yang dimuat dan ditayangkan oleh berbagai 

media massa yang ada, maka setiap warga 

negara dapat menentukan sikap politiknya 

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. (4) Media Massa 

sebagai sarana untuk melakukan tindakan 

politik praktis. Dengan bekal pengetahuan 

dan pemahaman yang diperoleh melalui 

media massa, maka setiap warga negara 

dapat melakukan tindakan politik yang 

cerdas dan rasional dalam menjalankan hak 

dan kewajiban yang baik dan 

bertanggungjawab. 

Berbagai peran di atas akan  berdaya 

guna dan berhasil guna secara baik jika 

media massa  mampu menempatkan pada 

proporsi yang sebenarnya secara obyektif 

dalam menyampaikan informasi-informasi 

kepada masyarakat. 

 

PENUTUP  

Berkembangnya media massa yang sangat 

baik dapat menjadi salah satu pertanda 

bahwa saluran demokrasi di negara 

Indonesia juga berkembang dengan baik, 

sebagaimana yang diamanatkan secara 

konstitusional oleh pasal 28 UUD 1945 

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul 

mengeluarkan pikiran secara lisan dan 

tulisan  dan sebagainya ditetapkan dengan 

undang-undang”. Dengan demikian maka 

secara konseptual media massa mampu 

meningkatkan kesadaran politik 

masyarakat, baik melalui informasi-

informasi politik yang merangsang 

pemikiran seseorang, propaganda-

propaganda poliik yang selanjutnya 

mempengaruhi sikap politik dan tindakan 

politik praktis. Oleh karena itu media massa 

yang ada di tanah air hendaknya juga 

memiliki tanggungjawab yang tinggi dalam 

menyampaikan dan menayangkan 

informasi—nformasi yang diberikan. 

Bagaimana menjaddi media massa yang 

berkualitas dalam menyampaikan 

informasi-informasi secafa transfaran 

kepada masyarakat, sehingga dalam agenda 

pemmilihan kepala daerah misalnya, rakyat 

akan mampu menilai secara obyektif setiap 

orang yang mencalonkan diri sebagai calon 

kepala daerah, sehingga yang terpilih 

adalah benar-benar seorang yang amanah, 

yang mau bekerja untuk kepentingan rakyat 

dan kesejahteraaan umat manusia. 

 

 



Triantoro, Peran Media Masa Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat   113 

 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar 

Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 

Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu 

Pengantar. Jakarta: CV. 

Rajawali. 

Sugiarto, Ryan, 2008, Mengenal Pers 

Indonesia, Yogyakarta: Pustaka 

Insan Madani 

Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu 

Politik. Jakarta: Gramedia 

Widiasarana Indonesia 

Kompas.com (Kamis 15 Pebruari 2018, jam 

08.15 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


